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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 40/M-IND/PER/5/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pembangunan sumber daya manusia industri
dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia
yang kompeten guna meningkatkan peran sumber
daya manusia Indonesia di bidang industri dengan
memperhatikan penyebaran dan pemerataan
ketersediaan sumber daya manusia industri yang
kompeten;

bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-
IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan kebijakan pembangunan
sumber daya manusia industri sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Industri;
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Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana  Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/1623.1/ M.PAN-RB/4/2014 tanggal 30 April 2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN INDUSTRI.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya dalam
Peraturan Menteri ini disebut Balai Diklat Industri adalah unit
pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang

berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Industri.
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Balai Diklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi sumber daya manusia industri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai
Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi
sumber daya manusia industri;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri,
wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis
spesialisasi dan kompetensi;

pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja
industri;

penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan
industri menengabh;

pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang
dibutuhkan dunia usaha industri;

pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan
pelatihan industri;

evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri;
dan

pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Industri terdiri atas:

oo o

Subbagian Tata Usaha,;

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.696 4

(1)

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian
dan manajemen Kinerja, Kkeuangan, persuratan, Kkearsipan,
pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah
tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Balai Diklat Industri.

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan
sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan
program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi
kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerja sama
pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop/ teaching
factory/inkubator bisnis.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(1)

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih
oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan
oleh Kepala Balai Diklat Industri.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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